BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Dompet Digital Atau E-Wallet
E-Wallet atau dompet elektronik adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berupa server based. Pada umumnya e-wallet berupa aplikasi yang berbasis di server dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya.
 Berbeda dengan E-Money yang menggunakan chip, E-Wallet ini menggunakan aplikasi dalam penggunaannya.
E-wallet didefinisikan sebagai mata uang digital, dimana terdapat kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik (nontunai) dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain. e-wallet atau yang sering disebut dengan mobile wallet adalah layanan pembayaran yang dioperasikan dibawah regulasi keuangan dan dilakukan melalui perangkat mobile. Ewallet dikatakan sebagai jenis terbaru dari mcommerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi, belanja online, pemesanan dan untuk berbagi layanan yang tersedia.

Indonesia terus melakukan perkembangan dan inovasi pada dompet digital agar dapat menciptakan dompet digital yang terbaik. Sejumlah developer akan 

memperbaharui aplikasinya untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Pengguna dompet digital terbaik di Indonesia ternyata cukup masif. Merujuk databooks, laporan Survei DailySocial menunjuk OVO sebagai alikasi dompet digital yang paling banyak digunakan sepanjang tahun lalu. Sementara itu, dilansir dari situs resmi Bank Indonesia (BI), dompet digital adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik, yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran.

B. Macam – Macam Dompet Digital atau E-Wallet

 Dapat disimpulkan bahwa e-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan instrumen pembayaran yang diantara lainnya adalah alat pembayaran yang menggunakan aplikasi dan juga uang elektronik, menampung dana dan juga melakukan pembayaran secara online antara setiap penggunanya. Karena di dalamnya terdapat uang elektronik, tentu saja setiap akun juga dilengkapi dengan data identitas yang lengkap terkait pemilik akun. Selanjutnya, keberadaan aplikasi dompet digital memiliki fungsi yang sangat beragam, tidak hanya untuk alat pembayaran saja, namun juga bisa digunakan sebagai alat untuk memverifikasi terhadap suatu aktivitas jual beli. Berikut ini beberapa jenis layanan e-wallet yang ada di Indonesia.

1. OVO (Grabpay)

Sempat dibekukan oleh Bank Indonesia, e-wallet dari Grab kini hadir kembali dengan nama OVO. Saat pengguna mengaktifkan OVO pada aplikasi Grab, maka sisa saldo pada Grab Pay akan otomatis muncul pada fitur OVO. OVO sudah diterima oleh 70% pusat perbelanjaan di Indonesia termasuk kafe, bioskop, penyelenggara parkir, dan supermarket.

2. GoPay

Saat ini saldo Go-Pay bisa digunakan untuk berbagai layanan yang ada di aplikasi Go-Jek, seperti membayar ongkos Go-Ride, memesan makanan, top up pulsa, dan layanan lainnya. Jadi sebenarnya, sekarang pun sudah bisa melakukan banyak hal dengan fitur Go-Pay. Hal ini mengingat aplikasi Go-Jek sudah menyediakan berbagai layanan yang melingkupi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

3. DANA
Dana merupakan aplikasi dompet digital yang sudah memperoleh izin dari pihak Bank Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Digital (LKD), serta penggunaan e-money dan e-wallet. Aplikasi DANA terhubung dengan pihak kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga masa approvalnya pun bisa dipersingkat.Aplikasi DANA bisa digunakan untuk membayar tagihan dan berbelanja di berbagai merchant. Bahkan terhubung dengan ATM Bersama, serta BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, bisa dibilang aplikasi e-wallet ini berbeda dan lebih fleksibel.
4. Link aja

Layanan ini berupa aplikasi yang bisa digunakan untuk bertransaksi layaknya uang tunai di merchant yang menjadi rekanan Bank Mandiri dan Telkomsel. Selain itu, aplikasi ini juga bisa melakukan keperluan lainnya seperti transfer dan tarik tunai. Untuk bertransaksi secara offline, bisa dengan cara tap atau scan. Hingga saat ini, ada sekitar satu juta pengguna yang memanfaatkan layanan ini. Bagi nasabah bank Mandiri, menggunakan LinkAja akan lebih praktis karena semuanya bisa dikelola dalam satu rekening.

5. Sakuku

E-wallet Sakuku memiliki dua jenis, yaitu Sakuku dan Sakuku Plus. Bagi pengguna Sakuku, maksimal saldo yang bisa dimiliki adalah Rp 2 juta, sedangkan pengguna Sakuku Plus bisa menyimpan maksimal Rp 10 juta untuk saldo dalam akunnya. Selain itu, pengguna Sakuku Plus juga bisa melakukan split bill dan tarik tunai dari akunnya.
C. Perlindungan Konsumen Dasar Hukum Peraturan Bank Indonesia

Penggunaan dompet digital terbaik di Indonesia sudah diatur melalui regulasi dan aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/41/DKSP tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.  Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi untuk membayar barang belanja dan tagihan.
Untuk menggunakan aplikasi dompet digital terbaik, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan dompet digital yang sudah memiliki izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Ini sebagai langkah antisipasi bagi pengguna agar selama proses pemakaian aplikasi tersebut, hal-hal yang dapat merugikan pengguna dapat dihindari.
Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
 Penyempurnaan ketentuan ini diantaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen BI. Sebelumnya, hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan Perlindungan Konsumen BI meliputi : 
a) Penyelenggara di bidang sistem pembayaran, 
b) Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang, 
c) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, dan
d) Pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI.  Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Penguatan kebijakan Perlindungan Konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara Penyelenggara dengan Konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Pokok-pokok pengaturan yang disempurnakan dalam PBI ini antara lain meliputi: a) redefinisi konsumen dan penyelenggara, b) penyesuaian ruang lingkup perlindungan konsumen BI, c) penyempurnaan prinsip perlindungan konsumen, d) penguatan fungsi pengawasan melalui pengawasan perilaku penyelenggara dalam rangka Perlindungan Konsumen, fungsi edukasi, dan penanganan pengaduan, serta e) penguatan aspek-aspek perlindungan konsumen di era digital. PBI ini mencabut PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498). Sementara itu, semua peraturan perundang-undangan BI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI No.16/1/PBI/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
D. Perlindungan Kosumen dalam UU No. 8 Tahun 1999
Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk arang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 Apri 1999 Pemerintah Republik Indonesia emberlakukan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-undang perlindungan konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000
, yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk bermutu. Undang-undang perlindungan konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen
.

Perlu diperhatikan, bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen
.
Undang-undang perlindungan konsumen bukanlah satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum undang-undang perlindungan konsumen disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 undang-undang yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga undang-undang perlindungan konsumen dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen
.
1. Asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 tahun 1999

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 diatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Di dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g disebutkan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

” Kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pada bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau Pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada Pasal 19, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan “pelaku usaha kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Undang-undang perlindungan konsumen selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:
a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999

Salah satu tujuan undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Untuk merealisasikan tujuan ini, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang perlindungan konsumen mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha pada bab IV dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17, yang substansinya itikad tidak baik dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pengaturan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai f termasuk dalam bai’al gharar dengan cara tathfif (mengurangi takaran).
Pasal 8 ayat (2) “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Pasal 8 ayat (3) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar”. Sedangkan Pasal 8 ayat (4) adalah taukid (penegasan) dari Pasal 8 ayat (1) dan (2) untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha, bila telah beredar di pasar palaku usaha harus menariknya dari peredaran. Kalau tidak ditarik dari peredaran, maka menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) “menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.”

Larangan-larangan yang terdapat pada Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 16 UU No. 8 tahun 1999 substansinya masih sama dengan Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 termasuk dalam bai’al gharar. Sedangkan larangan yang terdapat pada Pasal 15 UU No. 8 tahun 1999 terkait dengan syarat sahnya aqad. Larangan yang terdapat pada Pasal 17 UU No. 8 tahun 1999 termasuk dalam bai’al najasy (persekongkolan), karena pelaku usaha yang memproduksi suatu barang bekerja sama dengan pelaku usaha periklanan untuk mempromosikan produknya supaya laris terjual dipasar dengan cara Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen maupun memuji dan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga, dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
4. Tanggung jawab pelaku usaha dalam UU No. 8 tahun 1999

Di dalam UUPK pertanggung jawaban pelaku usaha diatur pada bab VI yang dimulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Hal-hal substansial yang diatur dalam bab VI ini adalah pertanggung jawaban pelaku usaha untuk:

a. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,

b. Memberikan ganti rugi dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi,

c. Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana dan gugatan ganti rugi,
d. Menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual,
e. Memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian, dan
f. Pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha.
E. Pengertian Aplikasi OVO
OVO merupakan aplikasi berupa sistem elektronik yang dibuat oleh PT Visionet Internasional (VI), artinya aplikasi OVO ialah perangkat lunak dimana seluruh instruksi yang dilakukan oleh konsumen berasal dari mobile aplikasi atau online
.OVO memberikan sebuah layanan yang disediakan atau ditawarkan dalam sebuah aplikasi diantaranya adalah mempermudah transaksi pembayaran, transfer ke semua bank dan sesama pengguna OVO, dan juga melayani investasi.

Bermula pada tahun 2006, PT Visionet Internasional yang dibentuk oleh PT Multipolar Tbk untuk memenuhi kebutuhan EDC Lippo Bank. PT Visionet kemudian mengembangkan variasi produk dan juga servis yang mereka tawarka dari sekedar layanan terkelola IT hingga aplikasi dan hadwere hingga kebutuhan IT bisnis. Kemudian PT Visionet Internasional mengalani mengalami pengalihan ke perusahaan baru yaitu menjadi PT Visionet Data Internasional pada tahun 2016.

Pada awalnya OVO menjalin kerjasama dengan perusahaan Lippo lainnya seperti Hypermart dan juga RS Siloam. Kemudian pada mei 2018, group Lippo dan Tokyo Century telah melakuka investasi di OVO. Selanjunya pada 2018, OVO mengumumkan kemtraan strategis dengan beberaa perusahaan penting sekaligus seperti Bank Mandiri, Alfamart, Grab, Moka, dan Tokopedia kemetitraan baru ini, bersama dengan kemitraan yang telah djalin dengan Lippo, menjadikan OVO sebagai alat pembayaran dengan penerimaan terluas di Indonesia
.

1. Pendaftaran OVO

Setiap orang yang ingin menggunakan jasa sistem pembayaran OVO perlu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di booth-booth OVO yang telah tersedia di beberapa kota, dan juga bisa dengan menggunakan aplikasinya. Cara pendaftarannya yakni sebagai berikut:

a. Pertama yaitu mengunduh aplikasi OVO yang tersedia pada playstore ataupun appstore,

b. Kedua yaitu membuka aplikasi OVO yang telah di unduh untuk melakukan registrasi pendaftaran,

c. Ketiga yaitu memasukkan data diri ke dalam form pada aplikasi OVO yang berisikan nama lengkap, nomor ponsel, dan e-mail pribadi. Kemudian meng-klik persetujuan Syarat dan Ketentuan,

d. Keempat yaitu memasukan nomor kode yang telah dikirim melalui pesan singkat (SMS/Short Message Services) ke dalam aplikasi OVO.

e. Kelima yaitu membuat PIN atau nomor sandi yang digunakan untuk mengakses aplikasi OVO.

f. Setelah itu akun telah terdaftar pada aplikasi OVO dan siap untuk digunakan oleh pengguna melalui telepon genggam.

2. Klasifikasi Akun OVO

Aplikasi OVO menawarkan 2 (dua) jenis klasifikasi akun Pengguna OVO dengan jenislayanan atau fitur-fitur yang berbeda. Klasifikasi akun tersebut adalah
:

a. OVO Club

OVO Club adalah klasifikasi akun OVO yang memungkinkan Pengguna OVO untuk dapat menikmati layanan uang elektronik tidak terverifikasi. Untuk OVO Club, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah) dengan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Pengguna OVO jenis OVO Club hanya dapat memanfaatkan layanan transfer antar Pengguna OVO. Untuk dapat memanfaatkan fitur layanan lainnya pada aplikasi OVO, maka anda dapat meng-upgrade akun OVO Club Anda menjadi akun OVO Premier.
b. OVO Premier

OVO Premier adalah klasifikasi akun OVO yang memungkinkan Pengguna OVO untuk dapat menikmati fasilitas uang elektronik terverifikasi. Untuk OVO Premier, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dengan batas nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Pengguna OVO Premier dapat memanfaatkan seluruh layanan yang disediakan oleh Kami saat ini dan/atau yang akan ada di kemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada fitur layanan budgeting, cash out via bank, dan layanan lainnya.

3. Kelebihan OVO

Dengan bergabung dengan alikasi OVO, anda dapat mendapatkan 5 keuntugan
:81

a. Point berlipat, pengguna dapat menggumpilkan point dalam setiap berbelanja di setiap merchant rekanan OVO.

b. Promo memikat, para pengguna OVO ini dapat menemukan berbagai penawaran menarik di laman Deals seperti promo-promo menarik yang ditawarkan oleh merchant rekanan OVO dan juga berbagai vocer yang disediakan oleh merchant rekanan OVO, karena OVO selalu menyediakan berbagai penawaran menarik dari merchant-merchant tenama yang dapat digunakan pengguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk bersantai menikmati waktu dengan keluarga.

c. Merchant hebat di banyak tempat, disini para pengguna dapat melakukan transaksi di merchant rekanan OVO yang telah tersedia dibanyak tempat dari sabang sampai merauke, dan juga para pengguna dapat menukarkan point yang dimiiki di merchant rekanan OVO.

d. Pembayaran lebih cepat, dalam penggunaan aplikasi OVO ini para pengguna di berikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi, seperi pembyaran lisrtik,

e. Atur keuanga dengan tepat, penguna aplikasi OVO dapat mengatur keuangan danjuga memonitor penggeluaran denggan menggunakan aplikasi OVO.
F. Perlindungan Konsumen Dalam Islam

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah
. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis
. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam al-Qur’an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut al-Qur’an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat (279)
.
Artinya:”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS al-Baqarah ayat 279).

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan
.
Karena pada dasarnya, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya objek kajian khusus. Namun jika dikembalikan padaprinsip-prinsip umum bisnis dalam Islam, maka konsumen diartikan “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian ahir ataupun untuk proses produksi selanjutnya
. 

Maka perlindungan konsumen dalam hukum Ialam dapat dicermati melalui prinsip-prinsip dalam bisnis Islam (muamalah) yang sudah di atur dalam al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas. Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain: 

a. Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membewa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar
. Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”.
 (Muttafakun alaih)

b. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku
.Dan Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 87 yang artinya
:

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

c. Bai’al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian
.

d. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik
.Seperti hadis Rasulullah SAW:”Sesungguhnya orang-orang yang menip tidak tidak termasuk golonganku”

e. Bisnis Najasy, adalah peraktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
 Dalam hadis Nabi berdabda: “jika ada orang yang turut campur di pasar dan menciptakan kenaikan harga, maka Allah berhak melemparkanya ke neraka.” (HR.Hakim).

f. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Seperti yang tedapat dalam Qur’an surat al-Maidah ayat 2 yang artinya
:

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajian dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam brbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

g. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. Larangan riba sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qur’an surah al-Baqarah (2) : 276 
Artinya:“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

h. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Allah berfirman dalam surat al-Rahman (9) : 55 
Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis.

Karena dalam Islam sangat membatasi untuk menimbulkan kerugian pada orang lain. Seberapa pun kecilnya, hukum Islam berusaha meniadakan kerugian antar pihak-pihak yang ikut terlibat dalam jual beli atau bisnis. Islam lebih cenderung kepada “menyangga kerugian dan keuntungan secara bersama-sama” (Lost and profit sharing) dari pada “menimpa kerugian atau mengalirkan keuntungan kepada satu pihak saja
.
1. Landasan hukum perlindungan konsumen dalam Hukum Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.

b. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah, yang menjadi mukzizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya
.Dalam al-Qur’an banyak sekali ayar-ayat yang mengandung pesan-pesan mengenai perlindugan konsumen, dan diantaranya terdapat dalam beberapa ayat :
Artiya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat mu) dan penuhilah janji Allah. Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat” (Qur’an suarat al-An’am ayat 152)
. 
Dalam ayat ini berpesan agar dalam bertransaksi dengan adil, jujur, dan perintah agar memenuhi janji dalam meakukan jual beli barang atau jasa. Disisi lain ayat ini mengisyaratkan peringatan bagi pelaku usaha untuk bersikap adil, jujur, dan memenuhi akad yang diperjanjikan, juga mengisyaratkan perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari kecurangan dan juga penipuan. Kemudian ditegaskan juga dalam Qur’an surat asy-Syu’araa ayat 183 yang berbunyi
:

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi;”

c. al-Hadis

al-hadis yaitu suatu yang diriwayatkan dari Rasullullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diagkat menjadi Nabi
.46 Bayak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis syariah, atau dengan kata lain juga mengisyaratkan perlindungan konsumen dalam hukum Islam karena dalam aturan bisnis syariah mengtur bagaimana berbisnis yang baik yang tidk merugikan tau hanya menguntungkan bagi satu pihak seperti hadis berikut:

“Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebgaimana para Nabi, para shidddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

 “Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata.” (HR.Tirmidzi)
.
Kedua hadis tersebut memang berisi tentang bagaimana berbisnis yang baik atau bermuamalah yang baik tapi hadis itu juga berpesan tentang bagai mana Islam melindungi konsumen.

d. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan pada mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW
. Tentang ijma’ (konsensus ulama) adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara’ mengenai suatu kejadian maupun kasus
. Seperti yang dulakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau pun Dewan Syariah Nasional (DSN).
e. Qiyas

Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash
.

2. Asas dan tujuan perlindungan konsumen dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT)
. Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya
. Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut
.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta’wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT)
.55 Ashshiddiq adalah prilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Ta’awun adalah tolong menolong, ta’awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat alkhamsah), yaitu: (1) memeliharaan agama (hifdh al-din), (2) memelihara jiwa (hifdh al-nafs), (3) memelihara akal (hifdh al-aql), (4) memelihara keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta (hifdh al-maal)
. Asas kerelaan (at-taradhi). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan ijab-qabul (shighat), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dari pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan konprehensif, yang mana di dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (hablum minannas), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (hablum minallah) yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya.

Dari uraian asas-asas yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia.

3. Hak dan kewajiban konsumen

a. Hak-hak konsumen dalam Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu
;

1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
6) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad transaksi bisnis atau tidak.

b. Kewajiban konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut
;

a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;

c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah) ;

d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen. Selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuannya untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka itu sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari’ah, yaitu untuk mewujudkan kebaikan (mashlahah).

4. Pencantuman klausula baku menurut pandangan Islam

Di dalam Islam terdapat dua pandangan tentang klausula baku :

Pertama, tidak membolehkan klausula baku karena ada unsur keterpaksaan bagi konsumen untuk menerimanya. Salah satu dasar yang mutlak untuk sahnya sebuah aqad, perjanjian atau transaksi dalam Islam adalah keadaan suka sama suka atau saling rela (taradhin). Oleh karena itu, rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu aqad,
 Allah SWT secara tegas menjelaskannya di dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat (29) dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban “Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka”.

Sementara prinsip klausula baku atau kontrak standar (standard contract) aqad atau perjanjian dibuat secara sepihak dan sudah dibakukan serta telah dituangkan dalam bentuk formulir atau draf. Perjanjian ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat (pelaku usaha) terhadap ekonomi lemah (konsumen). Prinsip ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Dimana Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi aqad atau perjanjian. Islam memberikan hak khiyar pada setiap transaksi jual beli/bisnis yang dilakukan, tetapi hak khiyar ini dalam konteks klausula baku tidak bisa berjalan secara efektif karena keadaan memaksa seseorang untuk menyetujui suatu aqad atau perjanjian. 

Kedua, membolehkan klausula baku dengan alasan “mua’malah dilakukan atas dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan menghidarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat” Perjanjian baku atau klausula baku mendatangkan manfaat berupa efesiensi atau kemudahan, mempercepat proses transaksi, dan pengiritan biaya baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena itu sesuai dengan prinsip mua’malah di dalam Islam dan dibolehkan menurut hukum Islam
. Selain itu di dalam kaidah ushul fiq disebutkan: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
 

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah di atas, perjanjian baku atau klausula baku adalah mubah dan dibolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka atau suka rela kedua belah pihak
.Terlepas dari perbedaaan pendapat di atas, boleh atau tidaknya klausula baku dalam pandangan hukum Islam. Menurut ulama Madzhan Az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan aqad apabila tidak sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah batal. Sedangkan menurut mayoritas (jumhur) ulama fiqih, selain madzhan Az-Zahiri, pada dasarnya para pihak yang melakukan aqad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu aqad.
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